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          Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia yaitu Pancasila , maupun berdasarkan hukum internasional yang telah disepakati bersama-sama antar negara. Maka apabila terjadi kerusakan terhadap hutan seperti terjadinya kebakaran, penebangan liar dan kerusakan lainnya yang menimbulkan dampak yang kurang baik dalam hidup manusia menjadi masalah yang begitu berat untuk dirasakan oleh Indonesia khususnya pada Provinsi Riau dan masyarakar sekitar wilayah Sumatera. Dalam beberapa kasus kebakaran hutan ini dapat diperkarakan menjadi perkara pidana sebagaimana salah satu perkara pidana pembakaran hutan di Desa Pangkalan Panduk, Riau ini menyeret Suheri Terta serta Fachruddin Lubis, masing-masing Direktur Utama dan Kepala Proyek perusahaan kelapa sawit PT Mekarsari Alam Lestari (PT MAL). Keduanya didakwa sejak tahun 2008 telah membakar hutan dalam rangka membuka dan menyiapkan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Pembakaran itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kadar keasaman tanah agar cocok ditanami kelapa sawit. Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah : (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran kabut asap ? dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran kabut asap : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor :  235/PID.SUS/2012/PTR  atas Putusan Pengadilan Negeri Palalawan Nomor : 08/PID.B/2012/PN.PLW. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang latar belakang terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran kabut asap dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran kabut asap, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 08/PID.B/2012/PN.PLW tanggal 11 September 2012 terkait pertimbangan bahwa badan hukum tidak dapat dijatuhi sanksi pidana serta pula menyangkut amar pemidanaannya maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan tersebut tidak dapat dipertahankan karena, selain pertimbangannya tidak tepat karena memandang perbuatan tersebut sebagai pidana korporasi saja yang tidak dapat dijatuhi pidana badan melainkan pidana denda adalah juga dengan amarnya yang hanya menjatuhkan pidana denda, sebab pidana denda dalam sistim pemidanaan yang bersifat ancaman badan  tidak dapat berdiri sendiri, karena pidana denda merupakan ikutan yang bersifat dependen kepada sanksi badan yang dijatuhkan.
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